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ABSTRAK 

Siti Aminah. Praktik Jual Beli Kredit di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah 

Makmur Kabupaten Banjar. Pembimbing: Muhammad Fahmi Nurani, SEI., 

MH., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas 

Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2026. 
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Praktik jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak 

dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Di Desa Tampang 

Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, ditemukan praktik utang-

piutang yang memiliki mekanisme berbeda dari umumnya, yaitu pihak pemberi 

utang hanya memberikan uang, sementara pihak penerima utang membeli sendiri 

barang yang dibutuhkan, kemudian akad dilakukan setelah barang tersedia. 

Permasalahan yang muncul adalah tambahan pembayaran saat pelunasan yang telah 

diketahui dan disepakati sejak awal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai 

kesesuaiannya dengan hukum Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli yang terjadi di 

masyarakat serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada 

sepuluh informan yang terdiri dari pihak pemberi dan penerima utang. Data yang 

terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik 

dilapangan dengan ketentuan fikih muamalah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kredit di Desa 

Tampang Awang pada dasarnya merupakan rangkaian akad, yaitu akad wakalah 

ketika penerima utang membeli barang atas nama pemberi utang, kemudian 

dilanjutkan dengan akad jual beli setelah barang tersedia. Dari sisi lain, praktik 

tersebut dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena objek transaksi telah jelas. 

Namun demikian, terdapat permasalahan pada persepsi masyarakat di mana praktik 

tersebut lebih dikenal sebagai utang-piutang karena yang diterima pertama kali 

adalah uang, bukan barang. Padahal secara substansi, transaksi tersebut merupakan 

pembiayaan untuk pembelian barang yang diikuti dengan kesepakatan harga 

pengembalian, sehingga pemahaman masyarakat terhadap istilah “utang” lebih 

disebabkan oleh bentuk penyerahan awal berupa uang, bukan pada struktur akad 

yang sebenarnya. 
 


